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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas status harta bersama dalam perkawinan poligami secara siri 

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. Fokus penelitian mencakup dua aspek 

utama: (1) ratio decidendi dalam perkawinan poligami dengan status istri kedua siri, dan (2) perlindungan hukum 

bagi istri kedua siri atas harta dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri, 

meskipun sah secara agama, tidak diakui secara hukum positif Indonesia, sehingga harta yang diperoleh selama 

perkawinan siri tidak termasuk dalam harta bersama. Perlindungan hukum bagi istri kedua siri juga sangat terbatas 

karena ketiadaan bukti perkawinan yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum 

untuk memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan 

siri, khususnya dalam hal pembagian harta. 

Kata Kunci: Harta bersama, poligami, perkawinan siri, perlindungan hukum, ratio decidendi. 

 

Pendahuluan 

Di dalam masyarakat, terdapat beragam bentuk pernikahan, dengan monogami dan 

poligami sebagai yang paling umum dikenal. Poligami, yang merujuk pada pernikahan dengan 

lebih dari satu istri, bukanlah konsep baru. Sejak zaman kuno, poligami telah menjadi bagian 

dari kehidupan sosial di seluruh dunia. Contohnya, dalam budaya Arab, praktik poligami sudah 

ada sebelum kedatangan Islam, demikian pula di berbagai masyarakat dunia pada masa 

tersebut. Kitab suci agama-agama Samawi dan catatan sejarah menunjukkan bahwa poligami 

diterima di kalangan pemimpin dan masyarakat umum, termasuk di antara para Nabi. Abbas 

Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan atau memerintahkan poligami, 

tetapi mengizinkannya dalam situasi tertentu, dengan syarat utama adalah keadilan dan 

kemampuan untuk melaksanakannya (Lubis, 2023). 

Allah tidak hanya mengizinkan poligami, tetapi juga sangat menganjurkannya dengan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat haruslah 

para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus ada kekhawatiran bahwa seseorang tidak 

akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Dengan demikian, poligami dimaksudkan 

untuk melindungi anak-anak yatim dan para janda yang ditinggal mati suaminya akibat perang. 

Namun, poligami tetap diperbolehkan dalam keadaan darurat tertentu, seperti jika istri pertama 

tidak dapat memiliki keturunan (syafi'i, 2021). 

Umumnya, untuk menjalankan perkawinan poligami, seorang suami harus memperoleh 

persetujuan dari istri pertama serta mendapatkan izin resmi dari pengadilan. Jika suami 

mengabaikan persyaratan ini dan tetap melangsungkan pernikahan tanpa izin yang diperlukan, 

maka pernikahan tersebut dapat disamakan dengan perkawinan siri, yang mana merupakan 

pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

Pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi saat ini menjadi perhatian serius dalam 

ranah hukum, tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi juga di berbagai segmen sosial 

lainnya. Perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam situasi semacam ini 

harus menghadapi kenyataan bahwa ikatan pernikahan mereka cenderung rapuh dan tidak 
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memenuhi standar ikatan yang kuat (mitssaqan ghalidzan). Dari penjelasan tersebut, jelas 

terlihat bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang didesain untuk memenuhi kebutuhan naluri 

manusia dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan pedoman dari negara 

dan agama, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan perintah 

Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan 

bahwa tujuan dari perkawinan adalah menciptakan kehidupa rumah tangga yang harmonis, 

penuh kasih, dan penuh rahmat.(Abubakar, 2023). 

Dari penjelasan di atas, tujuan pernikahan adalah untuk membangun hubungan yang 

mulia antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan anjuran agama dan hukum yang berlaku, 

sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, di masyarakat 

saat ini, banyak terjadi penyimpangan dari hukum positif yang berlaku dalam pelaksanaan 

perkawinan. Salah satu masalah yang muncul adalah penggunaan harta bersama dari 

pernikahan yang sah oleh suami untuk menghidupi istri dari pernikahan siri (nikah di bawah 

tangan atau secara sembunyi-sembunyi). 

Perkawinan siri saat ini umum dilakukan oleh banyak orang atas berbagai alasan, seperti 

masalah ekonomi, biologis, dan faktor lainnya. Namun, dari sudut pandang hukum positif dan 

agama Islam, perkawinan siri diakui sebagai sah secara agama, namun tidak diakui oleh hukum 

positif negara ini. Pemerintah telah mengatur perkawinan melalui Undang-Undang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang 

mengatur pelaksanaan perkawinan, dengan penekanan pada pentingnya pencatatan 

perkawinan. 

Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 (Permendagri 9/2016) 

diterbitkan, muncul permasalahan terkait administrasi kependudukan terutama terkait 

pencatatan perkawinan. Permendagri No. 9 Tahun 2016 memungkinkan pasangan yang 

menikah tanpa proses pencatatan dapat disatukan dalam satu Kartu Keluarga. Selain itu, status 

'kawin' juga dapat tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka dengan 

menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).(Triyono, 2023). 

Dua sistem yang ada dalam perkawinan memungkinkan masyarakat untuk memilih, 

termasuk memberi kesempatan untuk melakukan poligami sesuai dengan ajaran Al-Qur'an 

dalam surat An-Nisa ayat 3 dan regulasi lainnya. Al-Qur'an memberikan izin kepada suami 

untuk melakukan poligami dalam situasi tertentu dengan tujuan meningkatkan status 

perempuan, bukan untuk merendahkan mereka. Praktik poligami yang diizinkan oleh Allah 

dimaksudkan sebagai solusi darurat yang diarahkan pada kebaikan. Namun, persyaratan utama 

adalah keadilan terhadap istri-istri, dan jika suami tidak mampu memperlakukan mereka 

dengan adil, lebih baik untuk hanya memiliki satu istri. 

Sementara Undang-Undang Perkawinan mengikuti asas monogami yang tercantum 

dalam Pasal 3 ayat 1, namun dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65, memberikan 

kelonggaran bagi suami yang ingin melakukan poligami dengan memenuhi syarat-syarat 

khusus dari pengadilan. Syarat-syarat ini sering menjadi kendala bagi suami yang berniat 

melakukan poligami dan mungkin mendorong mereka untuk mencari cara lain, termasuk 

melalui perkawinan siri.(Yunus, 2020) 

Salah satu tantangan dan permasalahan dalam konteks poligami yang menggunakan 

perkawinan siri adalah penggunaan harta bersama dari pernikahan sah oleh suami untuk 

memenuhi kebutuhan istri siri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 92, diatur bahwa 

"Suami atau istri tidak diizinkan untuk menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa 

persetujuan dari pihak lain." Namun, penjelasan dalam pasal ini belum sepenuhnya 

mengklarifikasi apakah penggunaan harta bersama dari pernikahan sah yang belum mengalami 

pemisahan harta dapat digunakan untuk mendukung istri dalam poligami melalui perkawinan 

siri. 



 

 

 
 

 

526 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2025), 3 (3): 524-540 

Masalah yang perlu ditindaklanjuti sebagai subjek penelitian adalah kedudukan harta 

bersama, terutama karena suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri 

siri, yang sebagian berasal dari harta bersama dengan istri dari perkawinan sah. Permasalahan 

ini diperparah dengan ketiadaan kesepakatan antara suami dan istri sah mengenai poligami atau 

pemberian nafkah kepada istri siri, di mana suami menganggap harta tersebut sebagai milik 

individu masing-masing.(Sudiatmak, 2019) 

Dari perspektif hukum positif, harta bersama secara eksklusif dimiliki oleh istri dari 

perkawinan sah, dan istri siri dapat dihadapkan pada hukuman karena tidak memiliki dokumen 

resmi. Namun, dalam konteks hukum Islam, kedudukan harta bersama masih bisa diatur dengan 

syarat adanya kesepakatan dalam pembagian harta. 

Permasalahan ini mencerminkan putusan dalam kasus nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Mtr 

yang menegaskan bahwa harta bersama adalah milik istri dari perkawinan sah, bukan istri siri. 

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lanjutan guna mendalami lebih dalam 

mengenai posisi harta bersama ini dan apakah harus dikembalikan kepada istri pertama atau 

tidak. 

Masalah ini sering kali timbul dalam konteks poligami yang melibatkan perkawinan siri, 

yang secara otomatis mengakibatkan berkurangnya harta bersama dari perkawinan sah dan juga 

hak materi yang berkurang bagi istri sah. Dampaknya, potensi terjadinya perselisihan di masa 

depan terkait dengan harta bersama yang berasal dari perkawinan sah tetapi terlibat dalam 

perkawinan siri menjadi nyata. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis 

Terhadap Legalitas Status Harta Bersama Dalam Poligami Secara Siri" menjadi menarik untuk 

diangkat sebagai topik kajian yang mendalam. 

 

Metode Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi”(Peter, 2011). Metode penelitian hukum merupakan suatu 

cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.(Abdulkadir, 2004). 

Peneliti menggunakan penelitian lhukum lnormatif luntuk memunculkan largumentasi, 

teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan 

yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: 

korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih 

akurat.  

Penelitian lhukum lnormatif ltahap lpertama ladalah lpenelitian lyang lbertujuan luntuk 

lmemperoleh lhukum l(norma lhukum) lyang lobyektif lmelalui lkajian lterhadap 

lpermasalahan lhukum. lPenelitian lhukum lnormatif ltahap lkedua ladalah lpenelitian lyang 

lbertujuan luntuk lmemperoleh lhukum lsubjektif l(hak ldan lkewajiban). lPenelitian lyang 

ldilakukan lbersifat ldeskriptif. lArtinya, lgambaran lgejala-gejala ldi llingkungan lsosial lyang 

lrelevan ldengan lkasus llyang llditeliti. llPendekatan llyang lldipilih lladalah llpendekatan 

llkualitatif, llyaitu llsuatu llprosedur llpenelitian llyang llmenyediakan lldata lldeskriptif. 

lPendekatan lkualitatif ldigunakan luntuk lmemahami lgejala lyang lditeliti. 

lMenyelenggarakan lpenelitian lyang lbertujuan luntuk lmengembangkan lasas-asas lhukum 

lyang lberlaku lterhadap lhukum lpositif ltertulis ldan ltidak ltertulis. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambaran Umum Perkawinan Poligami di Indonesia 

Di Indonesia, poligami diatur secara ketat dengan mempertimbangkan keadilan di antara 

semua pihak yang terlibat. Poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu memenuhi 

persyaratan khusus, termasuk memberikan keadilan kepada istri-istrinya sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Sebelum melakukan poligami, suami wajib 
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mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya dan memberitahukannya secara resmi kepada 

Kantor Urusan Agama dan pihak berwenang lainnya. Jika istri pertama tidak memberikan 

persetujuan, suami dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh izin. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan hukum 

yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa poligami 

dilakukan dengan adil dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.:(15) 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami 

revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menekankan prinsip monogami 

sebagai prinsip utama, namun tetap memberikan kelonggaran untuk poligami dengan 

syarat-syarat tertentu. 

b. Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami yang berencana 

melakukan poligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertamanya. 

Selain itu, pengadilan juga menetapkan syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi, 

seperti kondisi istri pertama yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, mengalami 

cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur poligami dengan syarat-syarat serupa 

seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, untuk memastikan bahwa poligami 

dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan 

Untuk melakukan poligami, seorang suami harus mengajukan permohonan izin di 

pengadilan agama. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan, seperti: 

a. Mengajukan permohonan dengan alasan yang sah dan didukung oleh bukti-bukti medis 

atau keterangan relevan lainnya. 

b. Mendapatkan persetujuan dari istri pertama melalui persetujuan tertulis atau lisan di 

depan pengadilan. 

c. Membuktikan kemampuan finansial untuk menafkahi semua istri dan anak-anak secara 

adil. 

d. Menjamin keadilan dalam perlakuan terhadap semua istri dan anak-anak. 

Poligami sering kali dilakukan secara tidak resmi melalui perkawinan siri, yang sah 

menurut agama tetapi tidak tercatat oleh negara. Hal ini menyebabkan beberapa masalah 

hukum, seperti:(16) 

a. Status hukum istri dan anak yang tidak diakui secara resmi, berdampak pada hak-hak 

mereka seperti hak waris dan hak nafkah. 

b. Ketidakpastian hukum terkait pembagian harta bersama dan perlindungan hukum bagi 

istri dan anak. 

c. Kesulitan administratif dalam hal pencatatan sipil, seperti pembuatan akta kelahiran dan 

identitas resmi lainnya. 

b) Poligami di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kritik dari segi hukum, 

sosial, dan moral. Beberapa isu yang sering disoroti meliputi: 

a. Kesetaraan gender, di mana poligami dianggap merugikan perempuan dan bertentangan 

dengan prinsip kesetaraan hak. 

b. Keadilan dalam keluarga, karena sulitnya menerapkan keadilan sejati antara istri-istri. 

c. Perlindungan hak anak dan perempuan, yang sering kali terabaikan dalam perkawinan 

poligami, terutama jika dilakukan secara siri. 

Perkawinan poligami di Indonesia diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan dan 

kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Walaupun diizinkan, poligami hanya dapat dilakukan 

dengan persetujuan istri pertama dan melalui proses pengadilan yang ketat. Perkawinan siri, 

meskipun diakui secara agama, membawa banyak implikasi hukum dan sosial yang kompleks. 

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan konsekuensi poligami sangat 

penting untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkup keluarga... 
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Data Penelitian  

Berdasarkan fakta dalam kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Baubau 

Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Bb. Seorang wanita bernama Nuriati binti Misbah (Pembanding) 

yang lahir pada 14 Mei 1970, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA dan pekerjaan 

sebagai pedagang, yang bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, Nomor 96 B, RT 004, 

RW 003, kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah mengajukan banding 

kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari atas keputusan Yang dijatuhkan Pengadilan Agama 

dirasa kurang sesuai dan tidak konsisten terkait kasus pembagian harta dengan suami sirinya, 

seorang laki-laki bernama La Haru bin La Kaheta (Terbanding) yang lahir pada 2 April 1970, 

beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA dan status pekerjaan aitu pengangguran 

(tidak bekerja), yang bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, Nomor 12 B, RT 003, RW 

004, kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Hakim menimbang bahwa 

permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam 

Undang-Undang, maka permohonan banding harus dinyatakan diterima. Inti dalam 

permasalahan putusan ini yang sesuai dengan poin sub bab ini yaitu:  

"Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.1, Tergugat bercerai dengan Penggugat dari 

perkawinannya yang pertama, pada tanggal 23 Agustus 2004, dan berdasarkan Bukti T.2, 

Tergugat di nikah lagi oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2010, berarti selama kurun 

waktu sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai tanggal 4 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat 

tidak terikat perkawinan yang sah; 

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.3 telah ternyata obyek sengketa pada angka 3.3. 

tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari Sdr. Zainal Abidin Mansyur, S.Sos. pada tanggal 3 

Nopember 2007, dengan demikian perolehan objek sengketa tersebut tidak dalam masa 

perkawinan Penggugat dan Tergugat, pula tidak terdapat cukup bukti bahwa uang untuk 

membeli kios tersebut berasal dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga 

berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

obyek sengketa pada posita gugatan angka 3.3. tersebut tidak termasuk harta bersama 

Penggugat dan Tergugat." 

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2006 Penggugat telah menikah lagi 

dengan Tergugat secara Islam, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo karena tidak 

didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. 

AnalisisiHasil Penelitian 

Legalitas Perkawinan Siri  

Untuk sebuah perkawinan dapat dianggap sah menurut hukum Islam, harus dipenuhi 

syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut syariat Islam, sahnya perkawinan tergantung pada 

terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah diatur. Rukun perkawinan menunjukkan esensi 

atau hakikat dari sebuah perkawinan, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka 

perkawinan tidak dapat dianggap sah. Di sisi lain, syarat perkawinan adalah persyaratan yang 

harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka 

perkawinan tersebut tidak sah. 

Berikut ini adalah rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam: 

1. Pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu mempelai laki-laki dan 

perempuan. 

2. Wali (dari pihak perempuan). 

3. Dua orang saksi. 

4. Sighat akad nikah. 
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Perkawinan siri merupakan fenomena yang umum terjadi di Indonesia di berbagai lapisan 

masyarakat. Perkawinan ini sering kali hanya dilakukan dengan melibatkan seorang tokoh 

masyarakat sebagai penghulu atau mengikuti adat-istiadat tertentu, tanpa dilaporkan kepada 

otoritas yang berwenang seperti KUA untuk umat Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk non-

muslim. Menurut Hukum Islam, perkawinan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat 

yang telah ditetapkan, tanpa memandang bentuk atau model pelaksanaannya.Di sisi lain, 

menurut Hukum Perkawinan Indonesia, suatu perkawinan akan memiliki kekuatan hukum 

apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat 

Islam, pencatatan dilakukan di KUA, sementara bagi non-muslim dilakukan di Kantor Catatan 

Sipil. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan ini menjadi syarat agar 

perkawinan diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Untuk memahami hukum nikah siri dari sudut pandang fikih, perlu didefinisikan dengan 

jelas masing-masing persepsi yang ada. Perbedaan dalam definisi pernikahan siri dapat 

mengakibatkan perbedaan hukum yang berlaku. Ulama fikih seperti ulama Syafi'i dan Hanafi 

berpendapat bahwa pesan untuk merahasiakan pernikahan tidak mempengaruhi sahnya akad 

nikah karena kehadiran saksi sudah menjadikan pernikahan tersebut tidak lagi dianggap siri. 

Namun, ulama lain seperti Imam Maliki dan yang sependapat dengannya berpendapat bahwa 

pesan untuk merahasiakan pernikahan mencabut syarat kesaksian yang disyaratkan untuk 

publikasi, sehingga pernikahan semacam itu tidak sah. Sementara itu, menurut Hanbali, hukum 

nikah siri dikategorikan sebagai makruh. 

Kesaksian memiliki peran penting dalam suatu pernikahan sejak awal disyariatkan, di 

mana akad pernikahan dianggap sah dengan adanya kesaksian. Dalam konteks sejarahnya, 

suatu pernikahan dikatakan siri jika tidak ada bukti yang jelas mengenai keberadaannya, di 

mana bukti tersebut pada saat itu adalah kehadiran saksi. Dalam akad pernikahan, peran saksi 

adalah melihat atau mencatat peristiwa tersebut. Namun, tidak ada ketentuan pasti mengenai 

siapa yang berhak menjadi saksi pernikahan. Yang jelas, saksi pernikahan seharusnya adalah 

orang yang adil. 

Nikah siri dapat dianggap tidak sah jika tidak melibatkan kehadiran saksi, tergantung 

pada status hukum dan peran saksi dalam rukun dan syarat nikah. Artinya, jika kehadiran saksi 

merupakan bagian penting dari rukun dan syarat nikah, maka ketiadaan saksi dalam akad nikah 

akan menyebabkan nikah siri dinyatakan batal secara hukum. Dalam konteks ini, pelanggaran 

terhadap aturan nikah siri dapat mengakibatkan sanksi hukum berat seperti jarimah hudud. 

Penentuan keberlakuan rukun dan syarat nikah tidak dapat didasarkan semata pada 

asumsi, tetapi harus merujuk pada dalil-dalil yang bersumber pada syariat Islam. Dalil-dalil ini 

memberikan landasan hukum yang jelas tentang bagaimana saksi termasuk dalam rukun dan 

syarat nikah. Hal ini penting karena syariat adalah titik sentral yang menyatukan berbagai 

perspektif dan pemikiran yang muncul mengenai hukum nikah. 

Salah satu bukti dalil yang menjadi dasar hukum kesaksian dalam akad nikah adalah 

firman Allah yang menyebutkan, "Di mana ada wanita yang menikah tanpa izin walinya dan 

dua orang saksi yang adil, maka nikahnya batal." Ayat ini juga menetapkan ketentuan mengenai 

mahar dan penguasa sebagai wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. 

Berdasarkan hadis tersebut, pentingnya keberadaan dua orang saksi dalam akad 

pernikahan sangatlah jelas. Keberadaan saksi bukan hanya menjadi syarat formalitas, tetapi 

juga menjadi keharusan yang tak dapat diabaikan. Alauddin menjelaskan bahwa tanpa adanya 

saksi, akad pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal 

atau dibantah oleh pihak manapun. 

Keberadaan saksi dalam akad pernikahan juga berperan sebagai langkah preventif untuk 

mencegah terjadinya perzinaan. Dengan adanya saksi, maka perzinaan sulit untuk terjadi 

karena ada bukti yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah menikah secara sah. Banyak 
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ahli ilmu menegaskan bahwa kehadiran dua orang saksi adalah syarat mutlak dalam sebuah 

pernikahan yang sah. Bahkan, Abu Zahra menyatakan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali 

jika memenuhi dua syarat tersebut: kehadiran dua orang saksi dan adanya calon istri yang sah 

untuk dinikahi. 

Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa "para pelacur adalah wanita-wanita 

yang menikahkan dirinya sendiri tanpa bukti". Hal ini menegaskan bahwa nikah tanpa disertai 

bukti atau saksi dianggap serupa dengan tindakan pelacuran, yang merupakan bentuk dari zina 

dan dapat dikenai sanksi hudud. Oleh karena itu, keberadaan saksi dalam suatu pernikahan 

bukan hanya formalitas, tetapi juga perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan hukum Islam 

yang dijunjung tinggi. 

Dalam konteks pernikahan, seorang saksi memiliki peran untuk memastikan bahwa akad 

nikah dilakukan secara jelas dan sah, dengan menyaksikan proses tersebut secara langsung, 

mendengarkan pernyataan yang diucapkan, dan bahkan mencatatnya jika diperlukan. 

Larangan terhadap nikah siri dalam Islam ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 

tegas. Nikah siri dilarang karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan 

orang lain, bahkan tanpa kehadiran saksi atau wali yang sesuai dengan syariat Islam sebagai 

bagian dari rukun dan syarat nikah. Hal ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak dianggap 

sah menurut ajaran Islam. 

Larangan terhadap nikah siri memiliki hikmah di dalamnya, yaitu untuk mencegah 

kemudaratan atau kerusakan yang mungkin timbul akibat praktik semacam itu. Praktik nikah 

siri seperti yang dipahami oleh para sahabat pada zaman Nabi adalah pernikahan yang tidak 

diumumkan dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang sah menurut syariat Islam. Abu Bakar 

r.a. pernah menyatakan bahwa nikah siri tidak boleh dilakukan kecuali jika pernikahan tersebut 

diumumkan secara publik dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. 

Dari pemahaman hadis dan pendapat para sahabat ini, dapat disimpulkan bahwa nikah 

siri yang dilarang adalah yang dilakukan secara diam-diam, tanpa publikasi, tanpa saksi yang 

sah, dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Larangan ini 

bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan, melindungi hak-hak individu, serta mencegah 

terjadinya praktek yang dapat menimbulkan kerancuan dan kemudaratan dalam masyarakat. 

Pernyataan Umar Bin Khattab mengenai nikah siri yang hanya disaksikan oleh seorang 

laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa dia memandang pernikahan semacam 

itu sebagai nikah siri yang tidak sah menurut ajaran Islam. Umar Bin Khattab bahkan 

menyatakan bahwa jika sebelumnya ada kasus semacam itu, dia akan menghukum pelakunya 

dengan hukuman rajam (dihadapkan kepada hukuman had atas perzinahan). 

Dalam Islam, syarat kehadiran saksi dalam akad nikah sangat penting. Menurut 

pandangan ulama Syafi'i dan Hambali, saksi dalam akad nikah haruslah laki-laki. Oleh karena 

itu, akad nikah yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut 

mereka tidak sah. Syarat ini harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat 

Islam. 

Selain itu, pentingnya pengumuman atau publikasi pernikahan juga ditegaskan dalam 

hadis. Pengumuman pernikahan ini merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan untuk 

menjaga transparansi dan keabsahan pernikahan di hadapan masyarakat. Dengan pengumuman, 

pernikahan menjadi dikenal luas oleh masyarakat, dan hal ini juga membantu mencegah 

terjadinya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak sah menurut 

syariat Islam 

Ratio Decidendi dalam Harta Perkawinan Terkait Istri Siri  

Pendekatan ikasus iyang imenggunakan iputusan ihakim isebagai isumber ibahan 

ihukum, iperlu imemahami iratio idecidendi-nya. iSeperti ipendapat iPeter iMahmud iMarzuki 

iyang imenyatakan ibahwa idalam imenggunakan ipendekatan ikasus, iyang iperlu idipahami 

ioleh ipeneliti iadalah iratio idecidendi, iyaitu ialasan-alasan ihukum iyang idigunakan ioleh 
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ihakim iuntuk isampai ikepada iputusannya. iPasal i50 iAyat i(1) iUndang-Undang iNomor i48 

iTahun i2009 iTentang iKekuasaan iKehakiman, imenjelaskan ibahwa:“Putusan ipengadilan 

iselain iharus imemuat ialasan idan idasar iputusan, ijuga imemuat ipasal itertentu idari 

iperaturan iperundang-undangan iyang ibersangkutan iatau isumber ihukum itak itertulis iyang 

idijadikan idasar iuntuk imengadili.” 

1. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.KDI. 

Berdasarkan fakta dalam kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama 

Baubau Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.Bb. Seorang wanita bernama Nuriati binti Misbah 

(Pembanding) yang lahir pada 14 Mei 1970, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir 

SMA dan pekerjaan sebagai pedagang, yang bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, 

Nomor 96 B, RT 004, RW 003, kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, 

telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari atas keputusan 

yang dijatuhkan Pengadilan Agama dirasa kurang sesuai dan tidak konsisten terkait kasus 

pembagian harta dengan suami sirinya, seorang laki-laki bernama La Haru bin La Kaheta 

(Terbanding) yang lahir pada 2April 1970, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir 

SMA dan status pekerjaan aitu pengangguran (tidak bekerja), yang bertempat tinggal di 

Jalan W.R. Monginsidi, Nomor 12 B, RT 003, RW 004, kelurahan Bataraguru, 

Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Hakim menimbang bahwa permohonan banding dalam 

perkara ini telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding 

dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, 

maka permohonan banding harus dinyatakan diterima. Inti dalam permasalahan putusan 

ini yang sesuai dengan poin sub bab ini yaitu:  

"Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.1, Tergugat bercerai dengan Penggugat 

dari perkawinannya yang pertama, pada tanggal 23 Agustus 2004, dan berdasarkan Bukti 

T.2, Tergugat di nikah lagi oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2010, berarti selama 

kurun waktu sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai tanggal 4 Agustus 2010, Penggugat 

dan Tergugat tidak terikat perkawinan yang sah; 

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.3 telah ternyata obyek sengketa pada angka 

3.3. tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari Sdr. Zainal Abidin Mansyur, S.Sos. pada 

tanggal 3 Nopember 2007, dengan demikian perolehan objek sengketa tersebut tidak 

dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, pula tidak terdapat cukup bukti bahwa 

uang untuk membeli kios tersebut berasal dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, 

sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, obyek sengketa pada posita gugatan angka 3.3. tersebut tidak termasuk harta 

bersama Penggugat dan Tergugat." 

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2006 Penggugat telah menikah 

lagi dengan Tergugat secara Islam, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo 

karena tidak didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta 

nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

2. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tli. 

Berdasarkan fakta dalam putusan kasus gugatan harta bersama Nomor 

131/Pdt.G/2020/PA.Tli. antara Penggugat bertempat tanggal lahir Tolitoli, 26 Desember 

1975 (44 tahun), berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP 

tamat, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli dalam hal ini 

diwakili oleh Kuasa, bertempat tanggal lahir Ronta/Poso, 21 April 1961, umur 59 tahun, 

jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, pekerjaan 

Advokat/Penasihat Hukum, Alamat Jalan, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk 

Advokat (NIA) 91.10294 dan Kuasa bertempat tanggal lahir Tolitoli, 7 Agustus 1976 

(43) tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan 
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Advokat/Penasihat Hukum, Alamat Desa Galumpang Kecamatan Dako Pamean, Kab. 

Tolitoli, Nomor Induk Advokat (NIA) 06-0554/ADV-KAI/2016. Melawan Tergugat, 

umur kurang lebih 54 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pendidikan 

terakhir SMA Tamat,pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Klabat Raya, Kabupaten 

Tolitoli. 

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 1989 sampai dengan 27 

Agustus 2010, kemudian bercerai dibuktikan dengan akta cerai No 105/AC 

2010/PA/tolitoli dan rujuk kembali (nikah siri) Tahun 2011 sampai Tahun 2018 dan 

Tergugat sengaja tidak membuat surat nikah. Kemudian mereka bersama mengelola 

usaha Toko Paramount, dan hasil pembelian harta berupa mobil, tanah, sepeda motor dan 

sebagian barang barang pecah perabot rumah tangga adalah hasil dari usaha bersama 

yang dananya berasal dari hasil pendapatan Toko Paramount, dimana Toko Paramount 

tersebut belum terbagi antara mereka, sehingga semuanya hasil dari hasil usaha bersama 

adalah tergolong harta bersama. 

Adapun harta yang tidak dapat dibagi karena status perkawinannya siri maka harta 

tersebut tidak dapat dikatakan harta gono gini, dalam hal ini harta yang didapat setelah 

mereka melakukan pernikahan siri yaitu Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, asset tersebut 

dimiliki dan dibeli tergugat setelah Kami berpisah dengan penggugat. Bukti akta cerai 

No. 105/AC/2010/PA/Tolitoli Tahun 2010 sehingga sangat keliru jika penggugat 

menyebutnya Gono-Gini karena sudah berpisah sejak Tahun 2010.  

Hasil dari putusan tersebut menyatakan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan 

harta Bersama sebagian, sebagaimana isi pertimbangan dibawah ini: 

"Bahwa harta yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat bercerai namun 

mereka sempat rujuk kembali dari tahun 2011 sampai 2018 dengan kawin siri, dan 

mereka bersama mengelolah usaha Toko Paramount, dan hasil pembelian harta berupa 

Mobil, tanah, sepeda motor dan sebagian barang barang pecah perabot rumah tangga 

adalah hasil dari usaha bersama yang dananya berasal dari hasil pendapatan toko 

Paramount, dimana Toko Paramount tersebut belum terbagi antara mereka, sehingga 

semuanya hasil dari hasil usaha bersama adalah tergolong harta bersama. 

Menimbang, lbahwa lberdasarkan lbukti lP15, lT9, ldan keterangan lpara lsaksi ldari 

lPenggugat ldan lTergugat lsaling bersesuaian, lmaka lobyek lsengketa lpada lpoin l3.9 

ldan l3.10 adalah lbukan lmerupakan lharta lbersama lyang ldibeli lpada lsaat lPenggugat 

ldengan lTergugat ltelah lbercerai lsetelah ltahun l2010 lsebagaimana lyang 

ldimaksudkan ldalam lPasal l35 layat l(1) lUndang-undang lnomor l1 ltahun l1974"; 

Kronologi sekilas tentang putusan tersebut yaitu tergugat dan penggugat 

melakukan perceraian pada tahun 2010 dan rujuk kembali pada tahun 2011-2018 dengan 

status perkawinannya siri, setelah itu dalam perkara pembagian harta bersama, salah satu 

harta yang menjadi pertimbangan hakim yang dinilai sementara sebagai harta bersama 

yaitu Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, warna Orange, Nomo Rangka 

MHFKT9F35E6004754, Nomor Mesin INZ-Y988497 Tahun Pembuatan 2014 a.n. 

Tergugat, namun dari kronologi pembelian mobil tersebut berada pada tahun 2014 

dimana pihak tergugat dan penggugat status pernikahannya siri, jadi mobil tersebut bukan 

merupakan harta Bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat telah 

bercerai setelah tahun 2010. Dari hal tersebut jelas bahwa perkawinan siri tidak memiliki 

kekuatan hukum karena tidak didukung dengan bukti yang sah (Akta Nikah yang dibuat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah). Oleh sebab itu berdampak kepada tidak diakuinya harta 

tersebut sebagai harta bersama. 

3. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.TR. 

 Berdasarkan lfakta ldalam lputusan lkasus lgugatan lharta lbersama lNomor 

l310/Pdt.G/2017/PA.TR. lantara lPenggugat, lumur l45 ltahun, lagama lIslam, lpekerjaan 
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lIbu lRumah lTangga, lberalamat ldi lKabupaten lBerau, ldalam lhal lini lPenggugat 

ltelah lmemberikan lkuasa lkepada lRamlan lAsri, lS.H., ldan lMutahar, lS.H., lpara 

lAdvokat ldan lKonsultan lHukum lpada lkantor ladvokat l“Ramlan lAsri, lS.H., ldan 

lRekan”, lberkantor ldi lJalan lDr. lMurjani l2, lGang lRawa lIndah, lTanjung lRedeb, 

lKabupaten lBerau, lberdasarkan lSurat lKuasa lKhusus ltertanggal l17 lAgustus l2017, 

lmelawan lTergugat, lumur l56 ltahun, lagama lIslam, lpekerjaan lPemilik lKoperasi 

lMitra lMandiri, lberalamat ldi lKabupaten lBerau, ltelah lmemberikan lkuasa lkepada 

lAbdullah, lS.H. lAdvokat ldan lPenasehat lHukum, lberkantor ldi lJalan lH. lM. 

lMayakub, lNomor l3, lKelurahan lKarang lAmbun, lKecamatan lTanjung lRedeb, 

lKabupaten lBerau, lberdasarkan lSurat lKuasa lKhusus ltertanggal l11 lSeptember 

l2017. lAwalnya, lPenggugat ldengan lTergugat ltelah lmelangsungkan lPerkawinan 

lpada ltahun l1986 lsecara lsah ldan lterdaftar ldi lKantor lUrusan lAgama l(KUA), 

lKecamatan lTanjung lRedeb, lKabupaten lBerau, lProvinsi lKalimantan lTimur. 

lKemudian, lpada ltahun l1997, lPenggugat ldan lTergugat lbercerai ldi lPengadilan 

lAgama lTanjung lRedeb lberdasarkan lPutusan lPengadilan lNomor: 

l10/Pdt.G/1997/PA-TR ltanggal 17 lMaret l1997 ldan lsesuai ldengan lakta lcerai 

lNomor: l17/AC/1997/PA-TR, l ltanggal l l01 l lApril l l1997. l lSelang l l7 l l(tujuh) l 

lbulan lsetelah lbercerai, lPenggugat ldan lTergugat lrujuk ldan lmenikah lkembali 

lsecara l lsirih l lpada l lbulan l lNovember l l1997, l ldan l lkemudian l lnikah l lsecara 

lresmi ldi lKantor lUrusan lAgama l(KUA) lKecamatan lTeluk lBayur lpada ltanggal l07 

lMei l2013, lsebagaimana lBuku lKutipan lAkta lNikah lNomor: l159/11/V/2013. l lLalu, 

l lbercerai l lkembali l luntuk l lyang l lkedua l lkalinya l ldi lPengadilan lAgama lTanjung 

lRedeb lsejak ltanggal l22 lNovember l2016 “Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 

meskipun Penggugat dan Tergugat tidak menjelaskan secara rinci tentang keabsahan 

pernikahan sirinya yang terdiri dari rukun dan syarat perkawinan, namun oleh karena 

penggunaan istilah pernikahan siri dalam kalangan masyarakat muslim Indonesia 

lazimnya menunjuk pada pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, namun tidak 

tercatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan makna ini telah sesuai dengan arti 

kata pernikahan siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diambil alih 

sebagai pendapat Majelis Hakim, terlebih Penggugat dan Tergugat sebagai seorang 

muslimah dan muslim yang telah melaksanakan rukun Islam yang ke lima dengan 

bergelar Hj. (hajah) dan H. (haji), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, 

Tergugat merupakan pengelola lembaga pendidikan Islam (MTs Al Ridho) maka 

berdasarkan hal tersebut patut dipersangkakan bahwa Penggugat dan Tergugat 

merupakan seorang yang taat dengan syari’at Islam sehingga dalam melaksanakan 

pernikahan tentunya juga telah berdasarkan pada syari’at Islam, dan oleh karenanya 

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan siri Penggugat dan Tergugat telah sesuai 

dengan syari’at Islam, sehingga oleh karenanya merupakan perkawinan yang sah. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak 

terhadap harta-harta tersebut yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat dalam 

status pernikahan siri (tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama) adalah tidak 

berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya harus ditolak.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dinyatakan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah 

harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan 

perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan 

terdaftar atas nama siapapun”. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi 
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Hukum Islam, telah dinyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing 

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan”. 

Majelis hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan tergugat, sebagaimana 

yang tercantum dalam putusan. Bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas 

harta bersama tersebut adalah ½ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat mendapat ½ 

(seperdua) bagian, maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan 

menyerahkan harta bersama sesuai bagiannya. 

Ratio Decidendi dalam Harta Perkawinan Poligami Terkait Istri Siri 

Ketika lpembacaan lputusan lpengadilan lsebagai lbahan lhukum lprimer, lyang 

ldikatakan lmemiliki lkekuatan lhukum ltetap ladalah lbagian lratio ldecidendi-nya. lMenurut 

lGoodheart, lratio ldecidendi ldapat lditemukan ldengan lmemperhatikan lfakta lmateriil, 

lberupa: lorang, ltempat, lwaktu, ldan lsegala lyang lmenyertainya lasalkan ltidak lterbukti 

lsebaliknya. lRatio ldecidendi linilah lyang lmenunjukkan lbahwa lilmu lhukum lmerupakan 

lilmu lyang lbersifat lperspektif, lbukan ldeskriptif. lMaka, lpendekatan lkasus lbukanlah 

lmerujuk lkepada ldiktum lputusan lpengadilan, ltetapi lkepada lratio ldecidendi. 

Ratio ldecidendi ladalah lpendapat lhukum ltertulis latau lproposisi lyang ldiciptakan 

loleh lhakim ldalam lrangka lpenemuan lhukum ldalam lkasus lkonkret lyang ldihadapi. 

lMenurut lSajito lRahardjo, lmenyatakan lbahwa lkarya-karya lhakim lhanya lakan ldiakui 

lsebagai lhukum lmanakala ldihasilkan ldalam lsuatu lproses lpengadilan. lAdapun lpendapat 

lhukum lhakim lyang ldi lluar ltugasnya lmengadili, lbukan lmerupakan lketentuan lhukum 

lyang lsah 

1. Putusan iNomor i165/Pdt.G/2018/PTA.Sby. 

Berdasarkan ifakta idalam iputusan itingkat ibanding iNomor 

i165/Pdt.G/2018/PTA.Sby. iantara iAwi iAsmawi ibin iBusaher i(Pembanding), iumur i35 

itahun, iagama iIslam, iPendidikan iTerakhir iSMP, ipekerjaan iKuli iBangunan, 

ibertempat itinggal idi iDusun iDuko iLaok, iDesa iDuko, iKecamatan iArjasa, iKabupaten 

iSumenep, imelawan iAisya ialias iAsia ibinti iCongenik i(Tergugat), iumur i30 iTahun, 

iagama iIslam, iPendidikan iTerakhir iSD, ipekerjaan iIbu iRumah iTangga, ibertempat 

itinggal idi iDusun iPalalangan, iDesa iSambakati, iKecamatan iArjasa, iKabupaten 

iSumenep. iDalam ihal iupaya iperdamaian, imajelis ihakim itingkat ipertama itelah 

iberusaha iuntuk imendamaikan ikedua ibelah ipihak iberperkara, ibaik ioleh imajelis 

ihakim isendiri, imaupun imelalui iproses iMediasi idengan iMediator iKamariah, iS.H.I. 

inamun iternyata iupaya iperdamaian itersebut itidak iberhasil, isesuai idengan ilaporan 

imediator itanggal i21 iSeptember i2017. iOleh ikarena iitu, imajelis ihakim itingkat 

ibanding iberpendapat iupaya iperdamaian itersebut itelah imemenuhi iketentuan iPasal 

i130 iayat i(1) iHIR ijo iPasal i82 iUndang-Undang iNomor i7 iTahun i1989 ijo iPasal i39 

iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 ijo iPasal i31 iayat i(1) iPeraturan 

iPemerintah iNomor i9 iTahun i1975 ijo iPeraturan iMahkamah iAgung iNomor i1 iTahun 

i2016, isehingga iproses ipenyelesaian iperkara isecara ilitigasi idapat idilanjutkan. 

iPenyebab iterjadinya iperselisihan idan ipertengkaran imenurut iPenggugat 

ikonvensi/Terbanding ikarena iTergugat ikonvensi/Pembanding itelah imenjalin 

ihubungan iasmara idengan iperempuan ilain, isedangkan imenurut iTergugat 

ikonvensi/Pembanding, iTergugat ikonvensi/ iPembanding imenyuruh iPenggugat 

ikonvensi/Terbanding iberangkat ike iMalaysia idan isempat ihidup ibersama idi iMalaysia 

ikemudian iberpisah ipada ibulan iJuni itahun i2017 

Terlepas ldari lapa lsebab ldan lsiapa lpenyebab lterjadinya lpercekcokan ldan 

lpertengkaran, lnamun lkarena ltelah lterbukti lakibat lpercekcokan ldan lpertengkaran 

lantara lPenggugat lkonvensi/Terbanding ldengan lTergugat lKonvensi/Pembanding ltelah 

lberpisah ltempat ltinggal lsudah l1 l(satu) ltahun llebih ldan lsudah ltidak lsaling 
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lmemperhatikan llagi, lsalah lsatu lpihak lsudah ltidak lingin lmeneruskan lrumah 

ltangganya llagi, lsehingga ldapat ldisimpulkan lbahwa lrumah ltangga lPenggugat 

lKonvensi/Terbanding ldan lTergugat lKonvensi/ lPembanding lsudah lpecah, lsudah 

ltidak lharmonis ldan lsudah ltidak lada lharapan luntuk lrukun lkembali. lMelihat lkondisi 

lrumah ltangga lPenggugat lkonvensi/ lTerbanding ldan lTergugat lkonvensi/Pembanding 

lkalau ldipertahankan lakan lmembawa lmudharat lyang llebih lbesar lbahkan lpenderitaan 

lyang lberkepanjangan lbagi lkedua lbelah lpihak, lsehingga ltujuan lperkawinan luntuk 

lmembentuk lkeluarga l(rumah ltangga) lyang lbahagia ldan lkekal ldan lrumah ltangga 

lyang lsakinah, lmawaddah ldan lrahmah lsebagaimana ldikehendaki lPasal l1 lUndang-

Undang lNomor l1 lTahun l1974 lTentang lPerkawinan lsudah ltidak lmungkin llagi 

ltercapai ldalam lrumah ltangga lPenggugat lkonvensi/Terbanding ldan lTergugat 

lkonvensi/Pembanding, lsehingga lcukup lalasan lbagi lMajelis lhakim luntuk luntuk 

lmenjatuhkan ltalak lsatu lbain lsughra ldari lTergugat lKonvensi/Pembanding lkepada 

lPenggugat lKonvensi/Terbanding. lHal lini lsesuai ldengan lYurisprudensi lMahkamah 

lAgung lNomor l237/K/AG/1998 ltanggal l17 lMaret l1999 lyang lmengandung labstraksi 

l lhukum l lbahwa l lberselisih, l lcekcok, l lhidup l lberpisah l ltidak l lsatu ltempat 

lkediaman lbersama, lsalah lsatu lpihak ltidak lberniat lmeneruskan lkehidupan lbersama 

ldengan lpihak llain ladalah lmerupakan lfakta lhokum lyang lcukup luntuk ldijadikan 

lalasan lperceraian lsesuai lmaksud lPasal l19 lhuruf l(f) lPeraturan lPemerintah lNomor 

l9 lTahun l1975. 

Pertimbangan lhukum ldalam lputusan lini lmenyatakan lbahwa: 

Menimbang, lbahwa lmengenai ltambahan lobyek lharta lbersama lyang ldiajukan loleh 

lTergugat lRekonpensi/Terbanding lberupa luang lsebesar lRp. l50.000.000,- l(lima lpuluh 

ljuta lrupiah) lbiaya lPenggugat lRekonpensi/ lPembanding lmenikah lsiri ldengan lperempuan 

llain ldari lYogyakarta lpada ltahun l2011 ldiakui loleh lPenggugat lRekonpensi/Pembanding 

lnamun lbiaya lyang ldikeluarkan lMYR l3.000 l(empat lribu lringgit lMalaysia), lsedangkan 

lTergugat lRekonpensi ltidak ldapat lmembuktikan lobyek lsengketa ltersebut, lmaka lMajelis 

lHakim lTingkat lBanding lsependapat ldengan lMajelis lHakim lTingkat lPertama luang 

lMYR l3.000 l(empat lribu lringgit lMalaysia) ltersebut lsebagai lharta lbersama lantara 

lPenggugat lRekonpensi/Pembanding ldengan lTergugat lRekonpensi/ lTerbanding; 

Menimbang, ibahwa imengenai itambahan iobyek iharta ibersama iyang idiajukan 

iTergugat iRekonpensi/Terbanding iberupa iuang isebesar iRp. i45.000.000,- i(empat ipuluh 

ilima ijuta irupiah) isebagai ibiaya iPenggugat iRekonpensi/Pembanding imenikah isiri idengan 

iperempuan ilain idari iMedan ipada itahun i2016, itidak idibantah idan idiakui isecara ibulat 

ioleh iPenggugat iRekonpensi/Pembanding, imaka itambahan iharta ibersama isebesar iRp. 

i45.000.000,- i(empat ipuluh ilima ijuta irupiah), iharus idinyatakan iterbukti isebagai iharta 

ibersama iantara iPenggugat iRekonpensi/Pembanding idengan iTergugat 

iRekonpensi/Terbanding. 

Dari iisi iputusan itersebut ibahwa ipenggugat irekonvensi imenikah isiri idengan 

iperempuan ilain idari iYogyakarta ipada itahun i2011. iTambahan iobyek iharta Bersama 

iyang idiajukan ioleh iTergugat iRekonvensi/Terbanding iberupa iuang isebesar iRp. 

i50.000.000,- i(lima ipuluh ijuta irupiah) ibiaya iPenggugat iRekonvensi/ iPembanding 

imenikah isiri idengan iperempuan ilain idari iYogyakarta ipada itahun i2011 idiakui ioleh 

iPenggugat iRekonvensi/Pembanding inamun ibiaya iyang idikeluarkan iMYR i3.000 i(empat 

iribu iringgit iMalaysia), isedangkan iTergugat iRekonvensi itidak idapat imembuktikan iobyek 

isengketa itersebut, imaka iMajelis iHakim iTingkat iBanding isependapat idengan iMajelis 

iHakim iTingkat iPertama iuang iMYR i3.000 i(empat iribu iringgit iMalaysia) itersebut 

isebagai iharta ibersama iantara iPenggugat iRekonvensi/Pembanding idengan iTergugat 

iRekonvensi/ iTerbanding. iKemudian iPenggugat iRekonvensi imenikah isiri idengan 

iperempuan ilain idari iMedan i2016. iTambahan iobyek iharta ibersama iyang idiajukan 
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iTergugat iRekonvensi/Terbanding iberupa iuang isebesar iRp. i45.000.000,- i(empat ipuluh 

ilima ijuta irupiah) isebagai ibiaya iPenggugat iRekonvensi/Pembanding imenikah isiri idengan 

iperempuan ilain idari iMedan ipada itahun i2016, itidak idibantah idan idiakui isecara ibulat 

ioleh iPenggugat. iSehingga iberdasarkan ipertimbangan, igugatan iPenggugat 

ikonvensi/Terbanding itelah imemenuhi ialasan iperceraian isebagaimana idikehendaki iPasal 

i39 iayat i(2) iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iJo. iPasal i19 ihuruf i(f) iPeraturan 

iPemerintah iNomor i9 iTahun i1975 idan iPasal i116 ihuruf i(f) iKompilasi iHukum iIslam, 

imaka igugatan iPenggugat ikonvensi/Terbanding idapat idikabulkan idan iputusan iMajelis 

iHakim iTingkat iPertama idalam ikonvensi iharus idikuatkan.. 

Pembahasan 

Legalitas Harta dalam Perkawinan Poligami Dengan Istri Kedua Siri  

Al-Qur'an, lhadis, ldan lhukum lfikih lmemberikan lpandangan lumum ltentang lmasalah 

lharta lbersama ldalam lperkawinan, ltanpa lmemberikan ldetail lyang lterperinci. lPara lahli 

lhukum lIslam, ldalam lmerumuskan lPasal l85 lhingga l97 lKompilasi lHukum lIslam l(KHI), 

lmenggunakan lkonsep lsyarikah labdaan lsebagai ldasar luntuk lmengatur lkaidah-kaidah 

lterkait lharta lbersama lantara lsuami ldan listri. lMereka ljuga lmengadopsi lpendekatan 

lsyarikah labdaan lmufawadhah ldengan lhukum ladat luntuk lmerumuskan lpengertian lharta 

lbersama lsebagaimana ldijelaskan ldalam lPasal l1 lKHI. 

Meskipun idalam ihukum iIslam itidak iada ikonsep ipercampuran iotomatis idari iharta 

ipribadi ike idalam iharta ibersama, ikecuali idalam ikonteks isyarikah iseperti iyang idibahas 

idalam ifikih, inamun idianjurkan iadanya ikesepahaman idi iantara isuami idan iistri idalam 

imengelola iharta ipribadi imereka iguna imenjaga ikeharmonisan irumah itangga. iHukum 

iIslam imemperbolehkan iadanya iperjanjian iperkawinan isebelum ipernikahan 

idilangsungkan, iyang idapat imenggabungkan iharta ipribadi imereka imenjadi iharta 

ibersama. iJika iada iperjanjian isemacam iitu, iperjanjian itersebut idianggap isah idan iharus 

idilaksanakan. 

Menurut iprinsip ihukum iIslam, iharta isuami idan iharta iistri iadalah iterpisah isecara 

iprinsip. iArtinya, isetiap ipihak imemiliki ihak ipenuh iuntuk imengelola idan imenggunakan 

ihartanya itanpa icampur itangan ipihak ilain. iHarta ikekayaan iyang idimiliki isepenuhnya 

ioleh imasing-masing ipihak iadalah iharta imereka imasing-masing iyang isudah iada isebelum 

ipernikahan iatau iyang idiperoleh imelalui iusaha imereka isendiri, itermasuk iharta iyang 

iditerima isebagai ihibah, iwarisan, iatau ihadiah isetelah ipernikahan 

Syirkah (percampuran) harta kekayaan suami dan istri dapat dilakukan dalam situasi 

sebagai berikut: 

1. Dengan membuat perjanjian secara jelas dan tertulis sebelum atau setelah akad nikah, 

baik untuk harta bawaan masing-masing maupun untuk harta yang diperoleh selama 

perkawinan, namun bukan atas usaha individu atau dari harta pencarian mereka sendiri. 

2. Bisa juga diatur melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang 

menetapkan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami, istri, atau keduanya selama 

perkawinan (harta pencarian), merupakan harta bersama atau harta syirkah dari 

pasangan suami-istri tersebut. 

3. Selain dengan cara-cara tersebut, syirkah harta kekayaan suami-istri dapat terjadi juga 

melalui kehidupan sehari-hari pasangan tersebut. Metode ini khususnya berlaku untuk 

harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Syirkah dapat terjadi secara 

diam-diam jika kenyataannya mereka hidup bersatu dalam mencari dan membiayai 

kehidupan bersama. 

Pasal 1 KHI mengatur bahwa harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 

bersama-sama oleh suami dan istri selama dalam perkawinan disebut harta bersama, tanpa 

harus terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama dalam perkawinan tidak menghapuskan 

keberadaan harta masing-masing suami dan istri. Mengenai harta pribadi ini, KHI menegaskan 
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bahwa tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena adanya perkawinan. 

Harta istri tetap menjadi hak milik istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri. Demikian pula harta 

suami tetap menjadi milik suami dan sepenuhnya dikuasai oleh suami. 

Pasal 87 KHI menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta 

harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah kendali masing-masing, 

kecuali ada kesepakatan lain. Suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi 

hukum terkait dengan harta masing-masing, termasuk memberikan hibah, sodaqoh, atau 

kegiatan lainnya. 

Ketentuan dalam KHI mengenai harta asal dan harta bersama juga terdapat dalam UU 

Perkawinan. Pasal 85 UU Perkawinan menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam 

perkawinan tidak menghapuskan kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing 

suami dan istri. Selanjutnya, Pasal 86 Ayat (2) KHI menegaskan bahwa hak istri tetap menjadi 

hak istri, dan sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitu pula dengan hak suami terhadap hartanya. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan tidak terjadi 

pencampuran antara harta asal suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KHI. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan harta asal dalam perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 

87 KHI.: 

1. Harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta harta yang diterima sebagai 

hadiah atau warisan, berada di bawah kendali individu masing-masing, kecuali jika ada 

perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. 

2. Suami dan istri memiliki hak mutlak untuk melakukan transaksi hukum atas harta 

pribadi mereka, seperti memberikan hibah, hadiah, sodaqoh, atau kegiatan lainnya 

Perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama dapat diselesaikan melalui 

Pengadilan Agama. Pasal 91 KHI mengatur bahwa harta bersama dapat berupa barang 

berwujud maupun tidak berwujud. Barang berwujud mencakup benda tidak bergerak, benda 

bergerak, dan surat-surat berharga. Sementara itu, harta bersama yang tidak berwujud dapat 

berupa hak atau kewajiban. 

Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan 

dari pihak lainnya. Suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta 

bersama tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.Dalam hal tanggung jawab terhadap 

hutang, tanggung jawab atas hutang pribadi suami atau istri ditanggungkan pada harta pribadi 

masing-masing. Sedangkan tanggung jawab atas hutang yang dilakukan untuk kepentingan 

keluarga ditanggungkan pada harta bersama. Namun, jika harta bersama tidak mencukupi, 

tanggung jawab tersebut dapat dialihkan ke harta suami atau istri masing-masing untuk 

memastikan semua kewajiban terpenuhi.. 

KHI menerapkan prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam perkawinan, mirip 

dengan yang diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini tercermin dalam Pasal 79 KHI, yang 

menetapkan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. 

Meskipun demikian, hak dan kedudukan istri sejajar dengan suami dalam kehidupan rumah 

tangga dan masyarakat, di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan 

perbuatan hukum. 

Suami dan istri diwajibkan untuk menjaga harta bersama dengan penuh amanah. Pasal 

89 KHI menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri, 

serta hartanya sendiri. Sementara itu, Pasal 90 KHI menetapkan bahwa istri juga memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga harta bersama dan harta suami yang ada padanya. Harta gono-

gini adalah hak bersama yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak dengan persetujuan 

dari pasangannya. 

Suami dan istri tidak diperkenankan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa 

persetujuan dari pihak lainnya. Harta bersama ini tidak membedakan asal-usulnya, baik itu 
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berasal dari suami atau istri atau atas nama siapa pun di antara mereka, asalkan harta tersebut 

diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut dianggap sebagai harta bersama. 

Kepemilikan istri siri terhadap harta dalam perkawinan poligami sebatas tanggung jawab 

suami karena konsep harta bersama tidak berlaku dalam perkawinan siri. Hak kepemilikan istri, 

khususnya terkait hak atas nafkah dari suami, merupakan hak yang bersifat pribadi. Benda yang 

sudah menjadi milik pribadi istri siri, yang diperoleh sebagai pemberian dari suami, tidak dapat 

dialihkan dalam pembagian harta bersama dalam pernikahan poligami istri siri. Oleh karena 

itu, istilah "hak milik" merujuk pada hak atas benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. 

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, hak milik atas tanah dipindahkan 

dari Buku II KUH Perdata ke dalam UUPA. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam cara 

memperoleh, mentransfer, membebankan, dan menghapus hak milik atas tanah dibandingkan 

dengan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata.. 

Dengan demikian, hak milik dapat dianggap sebagai hak kebendaan yang paling 

fundamental jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Menurut Prof. Sri Soedewi 

Masjchoen Sofwana, ciri-ciri hak milik meliputi: 

a) Hak milik merupakan hak yang menjadi dasar bagi hak kebendaan lainnya. 

b) Hak milik adalah hak yang paling lengkap. 

c) Hak milik bersifat tetap, yang berarti tidak tergantikan oleh hak kebendaan lain. 

d) Hak milik adalah inti dari segala bentuk hak kebendaan. 

Dari uraian tersebut, dalam konteks kewenangan kepemilikan istri siri terhadap harta 

dalam perkawinan, istri memiliki hak untuk menguasai benda yang menjadi miliknya jika status 

kepemilikannya jelas dan diakui. Pemberian dari suami kepada istri dapat dianggap sebagai 

salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap istri, yang juga mencakup hak atas harta yang 

diberikan. 

Perlindungan Hukum Istri Kedua Siri Atas Harta Dalam Perkawinan 

Perkawinan siri sering kali hanya dilakukan dengan melibatkan seorang tokoh masyarakat 

sebagai penghulu atau mengikuti adat-istiadat tertentu, tanpa dilaporkan kepada otoritas yang 

berwenang seperti KUA untuk umat Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk non-muslim. 
Menurut Hukum Islam, perkawinan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah 

ditetapkan, tanpa memandang bentuk atau model pelaksanaannya.Di sisi lain, menurut Hukum 
Perkawinan Indonesia, suatu perkawinan akan memiliki kekuatan hukum apabila dicatatkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan 
dilakukan di KUA, sementara bagi non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Selain harus 

sah menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan ini menjadi syarat agar perkawinan diakui 
secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.(Pasal 7 ayat (1) KHI). Untuk 
mewujudkan hal tersebut, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di 

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.(Pasal 6 KHI)  

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah. Meskipun nikah siri tidak dilarang secara implisit dalam agama, namun pernikahan ini 
tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam nikah siri tidak ada pencatatan menurut peraturan 
perundang-undangan yang mana tidak dapat diterbitkan akta nikah.  

Ketiadaan akta nikah inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri 

tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Adapun salah satu akibat hukumnya adalah 
tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari 
perkawinan siri, begitu pula untuk harta bersama. Dalam hukum, tidak dikenal harta bersama 
nikah siri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa 
menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri. 
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Kepemilikan istri siri terhadap harta dalam perkawinan poligami sebatas tanggung jawab 
suami karena konsep harta bersama tidak berlaku dalam perkawinan siri. Hak kepemilikan istri, 
khususnya terkait hak atas nafkah dari suami, merupakan hak yang bersifat pribadi. Benda yang 
sudah menjadi milik pribadi istri siri, yang diperoleh sebagai pemberian dari suami, tidak dapat 

dialihkan dalam pembagian harta bersama dalam pernikahan poligami istri siri. 

 

PENUTUP 

Simpulan. 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Legalitas harta dalam perkawinan poligami dengan status istri kedua siri bergantung pada 

pengakuan status istri tersebut. Meskipun perkawinan siri sah menurut agama, perkawinan 

ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah resmi. 

Akibatnya, perkawinan siri tidak diakui oleh pengadilan agama, yang mempengaruhi 

legalitas harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, harta dalam 

perkawinan siri tidak diakui sebagai harta bersama menurut hukum. Namun, jika suami 

memberikan harta kepada istri siri dan harta tersebut menjadi milik pribadi istri siri, maka 

harta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai harta pribadi. 

2. Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal pembagian harta bersama. 

Meskipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama, karena tidak didaftarkan 

secara resmi, negara tidak mengakuinya. Akibatnya, harta yang dihasilkan dari 

perkawinan siri tidak diakui secara hukum sebagai harta bersama. 

 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka direkomendasikan hal-hal 

sebagailberikut:  

1. Bagi suami istri, sebaiknya membuat perjanjian perkawinan ketika menikah. Perjanjian 

ini berfungsi sebagai langkah pencegahan agar jika terjadi perceraian, masalah harta 

bersama dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam 

perjanjian tersebut. 

2. untuk memastikan bahwa hak-hak setiap istri terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Hendaknya untuk menjalankan perkawinan poligami, seorang suami harus 

memperoleh persetujuan dari istri pertama serta mendapatkan izin resmi dari pengadilan 
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